SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 13/HK.03.1/1107/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

Menimbang

Mengingat

Bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan
Pemberantasan  Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di
Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Pidie.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang- .....
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Memerhatikan

21

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1236).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
957/PP.06-Kpt/05/KPU/V11/2018 tentang Pengangkatan Anggota
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Periode Tahun 2018-
2023;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
303/SDM.13-Kpt/05/KPU/V11/2020 tentang Penetapan Ketua Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Periode 2018-
2023;

3. Keputusan .....
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor : 303/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/1V/2020 tanggal 8 April
2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;

4. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 945/PW.01./11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

5. Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Pidie Nomor
676/PW.01/BA/1107/KIP-KAB/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021
tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN

PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

: Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

: Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan,
laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KIP
Kabupaten Pidie, PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kabupaten
Pidie;

b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan
pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui
Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan
status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan
Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;

d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan
Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KIP
Kabupaten Pidie, PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kabupaten
Pidie;

e. menjamin .....
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e. menjamin Kkerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh
setiap Jajaran KIP Kabupaten Pidie, PPK, PPS, dan KPPS dalam
wilayah Kabupaten Pidie dan/atau Pihak Ketiga; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi
pengendalian gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris
Jenderal KPU RI cq. Inspektorat Utama.

KETIGA : Dalam melakukan tugasnya Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi
perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi
terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Pidie.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Sigli
Pada tanggal  : 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

FUADI

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Nomor : 13/HK.03.1/1107/2021
Tanggal : 19 Oktober 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

No. Nama Jabatan Eg?alﬁl#ki?:
1 2 3 4
1. | Fuadi, S.Pd.l. Ketua KIP Kabupaten Pidie Pengarah
2. | Hendra Darmawan, S.Pd.l. Anggota KIP Kabupaten Pidie Pengarah
3. | Samsul Bahri, S.H. Anggota KIP Kabupaten Pidie Pengarah
4. | Sri Wahyuzha, S.Pd. Anggota KIP Kabupaten Pidie Pengarah
5. | Muhammad Ali Anggota KIP Kabupaten Pidie Pengarah
6. | Razali, S.Sos. Sekretaris KIP Kabupaten Pidie Ketua
7. | Azhar, S.H. Sub Koordinator Hukum Sekretaris
8. | Herman, S.Sos. Sub Koordinator Keuangan, Umum & Logistik Anggota
9. | Isran, S.H. Kasubbag Teknis & Hupmas Anggota
10. | Nadia Kurniati, S.AP. Plh. Kasubbag Program dan Data Anggota

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

FUADI

Salinan sesuai dengan aslinya
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